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ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Sewan Balik
Lahan Pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan™ ini
merupakan hasil penelitian lapangan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan:
bagaimana proses perjanjian sewan balik lahan pertanian di Desa Latek Kecamaatn
Sekaran Kabupateb Lamongan? Serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap
tradisi sewan balik lahan pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan?

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi
dan interview (wawancara). Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis dengan
metode deskriptif verifikatif yaitu mendeskrisikan data-data yang diperoleh dari
lapangan kemudian dianalisis dengan hukum Islam untuk mendapatkan suatu
gambaran, kemudian kesimpulan diperoleh melalui pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi sewan balik yang terjadi di
Desa Latek Kec. Sekaran, Kab. Lamongan dilatar belakangi karena pemilik lahan
mebutuhkan dana dalam jumlah besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Proses
pelaksanaan sewan balik dimulai dengan pencarian penyewa oleh pemilik lahan
dengan datasg secara langsung kerumah calon penyewa. Dalam pelaksaan ijab gabil
dan pembayaran harga tidak dihadiri oleh pihak ketiga (saksi) serta tidak dibuktikan
dengan bukti pembayaran (kuitansi). Tradisi sewan balik lahan pertanian ini
mengandung dua perjanjian, yaitu perjanjian sewa-menyewa (Jjjarak) dan perjanjian
gadai (rahn). Perjanjian jjarah dapat terlihat dari akad yang digunakan oleh kedua
belah pihak, serta ada pengambilan manfaat oleh penyewa yang telah memberikan
imbalan (uang sewa) sebesar 1% dari harga yang telah disepakati kepada pemilik
lahan. Sedangkan perjanjian gadai (rahn) dapat terlihat dari adanya kewajiban
pemilik lahan untuk mengembalikan uang scwa yang telah disekapati sebesar 99%
dari harga sewa kepada penyewa pada akhir masa sewa, dan lahan disini berfungsi
sebahgai marhun (barang yang digadaikan).

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi
sewan balik lahan pertanian di Desa Latek Kec. Sckaran Kab. Lamongan ini tidak
bertentangan dengan hukum Islam, karena pada saat perjanjian kedua belah belah
pihak telah saling rela atau sepakat dengan peraturan yang ada pada perjanjian
sewan balik.

Seiring dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada seluruh
masyarakat Desa Latek, khususnya masyarakat yang melakukan sewan balik agar
dalam pelaksanaan akad menghadirkan pihak ketiga sebagai saksi, serta dalam
melakukan pembayarannya ditulis dalam bukti pembayaran (kuitansi), untuk
menghindari adanya perselisihan diantara kedua belah pihak yang berakad.
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BAB1I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada
sumber daya alam. Alam semesta merupakan suatu karunia Allah SWT. untuk
kesejahteraan ummat manusia, sehingga tanah dan air merupakan suatu
kebutuhan yang sangat pokok bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu
tanah dan air harus kita lestarikan dengan sebaik-baiknya.

Bumi dan segala sesuatu yang ada didalam, diluar, maupun disekitarnya
adalah merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.
Pemanfaatan sumber daya tersebut dapat diberdayakan melalui kegiatan
pertanian, peternakan, industri, perdagangan, maupun pertambangan.'

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan bisa melepaskan dirinya
dengan sesama, karena mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan
yang lainnya, mereka saling tolong-menolong, dan mereka juga selalu berinteraksi

dengan lingkungan masyarakat yang ada disekitarnya. Allah SWT. berfirman:
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' Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 29-30.



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, sesunggubnya Allah Amat berat siksa-
Ny (QS. Al-Maidah 5: 2)

Karena Islam merupakan agama rahmatan lil‘alamin, agama yang akan
selalu berhubungan dengan ruang dan waktu, maka Islam akan senantiasa
dihadapkan oleh situasi masyarakat yang semakin lama semakin memiliki bentuk
kebiasaan-kebiasaan baru dengan berbagai persoalan yang semakin kompleks,
yang terkadang masih belum diketahui apakah kebiasaan-kebiasaan tersebut
menciptakan kemunkaran atau tidak. Sikap Islam sendiri terhadap perilaku
manusia dan juga terhadap adat kebiasaan yang telah berakar dalam masyarakat
sangatlah bijaksana, artinya tidak semua adat kebiasaan suatu masyarakat disapu
bersih sampai ke akar-akarnya.

Demikian tidak semua adat kebiasaan yang teclah melembaga di
masyarakat dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Islam akan meneliti terlebih
dahulu apakah adat kebiasaan suatu masyarakat tersebut tidak kelvar dari nilai-
nilai Islam dan membawa mas/ahah bagi seluruh masyarakat ataukah sebaliknya
justru menciptakan kerusakan bagi masyarakat. Sechingga semua tradisi (adat
kebiasaan) yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut akal sechat

akan dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam. Sedangkan tradisi yang

mengandung unsur negatif karena bertentangan dengan ajaran tauhid,

2 Departemen Agama R, A/-Qur’an dan Te erjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 85.



merendahkan harkat manusia, atau perbuatan munkar, tidak dibenarkan oleh
Islam dan seharusnya dilenyapkan dari muka bumi dengan cara yang bijaksana.’

Jadi, tradisi yang mengandung nilai positif dapat diterima oleh Islam, dan
tradisi yang mengandung nilai negatif tidak dapat ditolerir oleh Islam. Sesuai
dengan kaidah fighiyah yang berbunyi” adat itu merupkan tata kehidupan yang
dapat dijadikan pegangan hukum, namun harus disertai dengan catatan atau
syarat yaitu selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur’an
dan Hadis. *

Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa realitas sekarang ini
menunjukkan semakin banyak tradisi yang melahirkan persoalan-persoalan baru
yang semakin kompleks dan menciptakan persepsi-persepsi baru dalam mencari
kebenaran dan ketetapan hukum yang tidak terdapat dalam nas Al-Qur’an dan
Hadis.

Kepentingan lahan telah membawa konsekuensi untuk menggarap dan
memanfaatkannya. Kewajiban untuk memanfaatkannya merupakan prinsip yang
tidak bisa dipisahkan dari pemilik lahan. Sebab Islam tidak menyukai
pengosongan lahan pertanian, karena hal itu berarti telah menghilangkan nikmat

dan membuang-buang harta. Rasulullah SAW. bersabda:

[ H - \ -4 3 2 <
22z 22 el e b oo di I35 0
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*Masjfuk Zuhdi, Study Islam Muamalah, jilid 111, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 10-

* Ibid., 13.



Artinya: “Rasulullsh SAW. melarang membuang-buang harta.”

Oleh karena itu, jika pemilik lahan tidak sanggup menggarapnya, syariat
Islam memperbolehkan pemilik lahan mempergunakan tenaga kerja dengan
memberikan imbalan atau dia boleh menyewakan lahannya kepada orang lain.

Dalam kegiatan bermasyarakat, transaksi sewa-menyewa lahan merupakan
satu perbuatan peralihan hak atas lahan yang sering dilakukan orang karena lahan
merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan dijadikan sebagai tumpuan untuk
berpijak dari segala aktifitas sehari-hari. Akan tetapi dalam prakteknya di
masyarakat, sewa-menyewa seringkali menimbulkan permasalahan dan
pertikaian. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sechingga menimbulkan
kerugian disalah satu pihak.

Seperti halnya praktek sewa-menyewa yang terjadi di Desa Latek
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, dimana yang menjadi objek dari
transaksi tersebut adalah lahan pertanian (sawah dan tegal). Hal ini terjadi karena
mayoritas masyarakat desa tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani.
Dalam pelaksanaannya, sewa-menyewa yang terjadi di Desa Latek ini ada dua
macam cara, pertama: sewa uang mati (uang sewa tidak kembali kepada penyewa
pada masa akhir sewa). Kedua: sewa vang hidup (uang sewa kembali kepada

penyewa pada masa akhir sewa). Cara yang kedua ini lebih popular dikenal

% Yusuf Qardawi, //alal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Iimu, 2003), 384,



masyarakat dengan istilah sewan balik, yaitu suatu praktek muamalah yang
menggunakan akad ijarah (sewa-menyewa) dengan batas waktu tertentu. Objek
sewanya adalah lahan pertanian (sawah dan tegal), dimana pada saat akhir sewa,
penyewa wajib menyerahkan kembali lahan pertanian kepada pemiliknya. Dan
pemilik lahan juga mengembalikan uang sewa tersebut kepada penyewa sebesar
99%. Sedangkan yang 1% dianggap sebagai uang mati (uang sewa) selama waktu
sewa tersebut berlangsung.

Contoh sewan balik (uang hidup): bapak Karmono memiliki sawah bumi
100 (1.000 m?), suatu hari bapak Karmono membutuhkan uang sebesar
Rp20.000.000,00 untuk biaya kuliah anaknya. Ia datang kepada bapak Kasmat
untuk menyewakan sawahnya. Karena bapak Kasmat memiliki uang yang
dibutuhkan bapak Karmono, maka ia menyewa sawah bumi 100 (1.000 m?) milik
bapak Karmono tersebut dengan sistem sewan balik (pada masa akhir sewa uang
sewa kembali kepada penyewa) sebesar 99%, yang 1% nya adalah harga sewa
selama sewa berlangsung (2 tahun). Sehingga pada masa akhir sewa, bapak
Karmono mengembalikan uang sewa kepada bapak Kasmat sebesar
Rp19.800.00,00.

Contoh di atas merupakan praktek sewa-menyewa dengan menggunakan
sistem uang hidup (uang sewa kembali kepada penyewa pada saat sewa berakhir)
yang terjadi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Sehingga

harga sewa sawah bumi 100 (1.000 m?) adalah harga Rp10.000.000,00/tahun, dan



uang itu bernilai mati Rp100.000,00/tahunnya yang dikenal sebagai duwik mati
(uang sewa selama satu tahun tersebut).

Dari praktek sewa-menyewa di atas, dapat diketahui adanya perbedaan
yang sangat jauh terhadap harga sewa sawah tersebut. Jika dilihat, maka harga
sewa sawah itu lebih mahal menggunakan sistem uang mati (uang sewa tidak
kembali kepada penyewa pada saat sewa telah berakhir) daripada menggunakan
sistem uang hidup (uang sewa kembali kepada penyewa pada saat sewa telah
berakhir). Kalau menggunakan sistem uang mati, harga sewa sawah bumi 100
(1.000 m?) adalah Rp1.000.000,00/tahun, namun jika menggunakan sistem uang
hidup, harga sewa sawah bumi 100 (1.000 mz) adalah Rp100.000,00/tahun,
karena meskipun dalam sistem sewa wuwang hidup harga sewanya
Rp10.000.000,00/tahunnya, namun pada saat masa sewa berakhir, uang
Rp10.000.000,00 tersebut mati Rp1060.000,00/tahun, dan | kembali kepada
penyewa sebesar Rp9.900.000,00/tahunnya. Dengan adanya suatu kebutuhan
dengan jumlah yang sangat besar dan mendadak, maka dalam sewa-menyewa
mayoritas masyarakat Desa Latek menggunakan sistem uang hidup (vang sewa
kembali kepada penyewa pada masa sewa telah berakhir).

Agama telah mengatur sebaik-baiknya melalui konsep muamalah.
Sehingga tidak ada hak antar sesama yang menjadi korban. Dengan adanya

aturan hukum Islam tentang scwa-menyewa, maka seluruh aspek sewa-menyewa



ada aturan hukumnya yang harus ditaati oleh semua pihak yang terkait dengan
sewa-menyewa tersebut.

Praktek sewan balik yang terjadi pada masyarakat Desa Latek yang
dicurigai melanggar ketentuan syara‘ adalah adanya pengembalian uang sewa
kepada penyewa pada saat sewa telah berakhir. Sehingga lebih kepada praktek
rahn (hutang dengan jaminan lahan pertanian). Namun, akad yang digunakan
dalam sewan balik di Desa Latek adalah akad ijarah (sewa-menyewa).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu
mengadakan penelitian dan pembahasan yang jelas dan mendalam agar
memperoleh kejelasan hukum mengenai perjanjian sewan balik lahan pertanian

menurut pandangan hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Identifikasi masalah ini bermaksud untuk menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian ini, baik masalah
yang akan diteliti maupun masalah yang tidak akan diteliti.® Oleh karena itu,
identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah:
1. Objek sewan balik.
2. Lama sewan balik.

3. Penentuan harga sewa.

¢ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cet. 12, (Bandung: Alfabeta,
2011), 281.



9.

Akad yang digunakan.

Hak dan kewajiban penyewa.

Hak dan kewajiban pemilik lahan pertanian.

Jaminan apabila pemilik lahan tidak dapat mengembalikan uang sewa pada
saat jatuh tempo.

Jaminan apabila penyewa tidak mengembalikan lahan pertanian saat jatuh
tempo.

Manfaat sewan balik.

10. Saksi dalam pelaksanaan sewan balik.

11. Tanda bukti sewan balik.

Namun karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, dan supaya penelitian

dapat dilakukan secara lebih mendalam, serta agar tidak terjadi pelebaran

pembahasan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, maka tidak semua

masalah yang telah diidentifikasikan akan diteliti. Untuk itu maka peneliti

memberikan batasan masalah.” Adapun batasan masalah dalam skripsi ini adalah:

1.

Penelitian ini dilakukan di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan.

Objeknya adalah lahan pertanian (sawah dan tegal).

Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Latek yang pernah melakukan

perjanjian sewan balik 1ahan pertanian, perangkat desa, dan tokoh agama.

7 Ibid,



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan
masalahnya sebagai berikut:
1. Bagaimana proses perjanjian sewan balik lahan pertanian di Desa Latek
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perjanjian sewan balik lahan

pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti, sehingga
terlihat bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau
duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.®

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan
penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang sewan balek lahan
pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Dari referensi
yang penulis telusuri sudah banyak peneliti atau penulis sebelumnya yang
meneliti tentang sewa-menyewa tetapi dengan objek, masalah dan tempat
penelitian yang berbeda. Seperti halnya yang telah penulis temui dalam referensi

diantaranya:

# Fakulatas Syariah IAIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Cet. 3, (Surabaya,
2011), 9.
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1. “Tinjaun Hukum Islam dan UUPA terhadap Praktek Sewa-menyewa Tanah
Pertanian di Kelurahan Cibodasari Kecamatan Jatiuwung Kodya Tangerang
Jawa Barat” oleh Taufik Nur Hardi, tahun 1999, yang menjelasan tentang
aplikasi sewa-menyewa dengan ditinjau dari hukum Islam dan UUPA.’

2. “Sewa-menyewa Tanah Pertanian di Desa Miru Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan Studi Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh
Siti Nur Jannah, tahun 1999, yang membahas tentang aplikasi sewa-menyewa
tanah pertanian menurut hukum Islam dan hukum positif, dan praktek sewa-
menyewa tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, karena dalam prakteknya kedua belah pihak
tidak ada yang dirugikan.'’

3. “Mekanisme Sewa-menyewa Tanah Gusuran dalam Perspektif hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Bogobabatan Karang Binangun Lamongan) “oleh Titik
Khurotin, tahun 2008, yang membahas tentang mekanisme sewa-menyewa
tanah gusuran dengan perspektif hukum Islam dan yang menajdi objek

penyewaan adalah bukan hak milik yang menyewakan."'

® Taufik Nur Hardi, “7injaun Hukum Islam dan UUPA terhadap Praktek Sewa-menyewa
Tanah Pertanian di Kelurahan Cibodasari Kecamatan Jativwung Kodya Tangerang Jawa Barat’,
Skripsi Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, (1999).

' Siti Nur Jannah, “Sewa-menyewa Tanah Pertanian di Desa Miru Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan Studi Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi Jurusan Muamalah
Jinayah Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, (1999).

1 Titik Khurotin, “Mekanisme Sewa-menyewa Tanah Gusuran dalam Perspektif hukum Islam
(Studi Kasus di Desa Bogobabatan Karang Binangun Lamongan)’, Skripsi Jurusan Muamalah
Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, (2008).
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Sedangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap
Sewan Balik Lahan Pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan” ini membahas tentang sewa-menyewa lahan pertanian dimana ketika
batas sewa telah berakhir, lahan pertanian itu kembali kepada pemiliknya dan
disertai pengembalian uang sewa awal yang dianggap sebagai uang sewa lahan

selama waktu tersebut.

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian sewan balik lahan pertanian di Desa
Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap perjanjian sewan balik

lahan pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

. Kegunaan Hasil Penelitian
Secara objektif, pembahasan dalam penelitian ini akan bermanfaat
bagi penulis, pembaca, dan khalayak umum. Diantara manfaat yang dapat

diperoleh antara lain adalah:
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1. Kegunaan Teorotis
a. Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya tentang
fjarah, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan
Muamalah.
b. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis
a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk
kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
b. Dapat memberikan pengertian yang lebih mendalam terhadap
perjanjian sewan balik lahan pertanian bagi masyarakat Desa Latek

Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

G. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dalam memahami serta untuk menghindari
munculnya salah pengertian terhadap judul skripsi “Analisis Hukum Islam
terhadap Sewan Balik Lahan Pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan”, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan

dengan judul diatas:
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| 1. Hukum Islam: peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan
berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis: hukum syara‘.'” Dalam hal ini
menggunakan pedoman Al-Qur’an dan Hadis serta pendapat para ulama’
mazhab empat tentang perjanjian sewan balik lahan pertanian di Desa Latek
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

2. Sewan Balik. praktek sewa-menyewa uang kembali yang terjadi di Desa
Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan dengan ketentan waktu.
Objeknya adalah lahan pertanian (sawah dan tegal), dimana pada saat masa
sewa berakhir, penyewa harus mengembalikan laban pertanian kepada
pemiliknya. Pemilik lahan juga mengembalikan 99% uang sewa awal kepada
penyewa. Dan sisanya yang 1% dianggap scbagai uang mati (uang sewa)

selama masa sewa tersebut.

H. Metode Peneclitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa
Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
2. Populasi dan sampel
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari

manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, atau peristiwa, sebagai sumber

12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2000), 411.
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data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Sedangkan
sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya
dalam suatu penelitian.”® Dalam pembahasan skripsi ini penelitian yang
dilakukan akan mengambil populasi dan sampel di Desa Latek Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan.

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah purposive
sampling yaitu teknik yang anggota sampelnya ditentukan berdasarkan pada
ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi
yang sudah diketahui sebelumnya.'*

Karena mengingat jumlah populasi yang cukup banyak serta waktu
dan tenaga yang kurang memungkinkan jika melakukan penelitian secara
menyeluruh. Maka sampel dalam penelitian ini akan memilih sebanyak 10
orang penyewa dan 10 orang pemilik lahan pertanian (yang menyewakan),
schingga jumlah seluruhnya adalah 20 orang yang melakukan perjanjian
sewan balik lahan pertanian. Dan 2 orang perangkat Desa Latek, serta 2
orang tokoh agama Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

3. Data yang dikumpulkan
Sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, maka data yang akan

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

3 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian. Cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama), 49.
" Ibid, 59.
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Keadaan geografis dan demografis Desa Latek Kecamatan Sekaran

Kabupaten Lamongan.

. Keadaan sosial ekonomi, dan sosial pendidikan, masyarakat Desa Latek

Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

. Latar belakang terjadinya perjanjian sewan balik lahan pertanian tersebut.

. Proses terjadinya perjanjian sewan balik lahan pertanian tersebut:

1) Objek sewan balik.

2) Jangka waktu sewan balik.

3) Penentuan harga sewan balik.

4) Akad yang digunakan. .

5) Jaminan apabila jangka waktu perjanjian berakhir, pemilik lahan
pertanian tidak dapat mengembalikan uang sewa.

6) Jaminan apabila penyewa tidak mengembalikan lahan pertanian pada
saat jatuh tempo.

7) Resiko-resiko dan penyelesaiannya.

8) Kewajiban penyewa dan pemilik lahan selama masa sewa dan ketika

masa sewa berakhir.
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4. Sumber Data
Sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh, baik data
primer maupun data sekunder.'” Dengan demikian, sumber data dalam
penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Sumber primer, adalah data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data,'® dalam hal ini adalah:

1) Responden, yaitu orang-orang yang diminta memberikan keterangan
fakta atau pendapat.'” Dalam hal ini yang menjadi responden adalah
masyarakat Desa Latek yang khususnya pernah melakukan perjanjian
sewan balik lahan pertaniar tersebut. Sebagaimana terdapat pada
tabel berikut:

TABEL 1
DATA PEMILIK LAHAN DAN PENYEWA

No | Pemilik lahan pertanian | Penyewa
(yang menyewakan)

1 Ibu Hj. Muniah Bapak Kasmat

2 Bpk. Karmono Bpk. Kasmat

3 Ibu Anis Ibu Genduk

4 Bpk. Sumanik Bpk. Kasmat

5 Bpk. Hj. Kartini Bpk. Cukir

6 Bpk. H. Fagih Bpk. Sahar

7 Bpk. H. Darman Bpk. Hartono

8 Bpk. Naim Bpk. Muji

9 Bpk. Ompo Bpk. Fiat

10 | Bpk. Murtono Bpk. Harto

15 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara,

1999), 164.

'® Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati€ dan R & DCet. 12, (Bandung: Alfabeta,

2011), 137.

'7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Svatu Pendckatan Praktik, Cet. 13, (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2006), 145.
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2) Informan, yaitu orang-orang yang memberikan keteranagn,
pernyataan, dan informasi tentang sesuatu yang berkenaan dengan
pihak lain. Dalam hal ini yang menjadi informannya adalah tokoh
masyarakat yang meliputi tokoh agama dan perangkat desa.

3) Al-Qur‘an dan Hadis.

4) Dokumentasi Desa.

. Sumber sekunder, adalah sumber yang tidak langsung membeﬁkan

kepada pengumpul data, misalnya dari dokumen, buku-buku dan catatan-

catatan yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun buku-buku
dan kitab-kitab yang dijadikan bahan rvjukan dalam penclitian ini antara
lain adalah sebagai berikut:

1) Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13

2) Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid Juz 3

3) Hendi Suhendi, Figh Muamalah

4) Helmi Karim, Figh Muamalah

5) Nasrun Harun, Figh Muamalah

6) Rachmad Syafe’i, Figh Muamalah

7) Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam

8) M. Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam

9) Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Figh Islam Cet. 7
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10) Chairuman Pasaribu dan Subrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian
dalam Islam, Cet. 4
11) Gemala Dewi, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. 1
5. Teknik pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu metode pengamatan, pencatatan secara sistematis
tentang apa yang diselidiki secara seksama,'® yang dilakukan di Desa
Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung
secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengar
secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.'’
Dalam hal ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur,
yaitu wawancara dengan menyiapkan instrument penelitian yang berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis,® yang diberikan kepada responden dan
informan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya
kepada masyarakat Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan, khususnya kepada para pelaku sewan balik lahan pertanian,

para perangkat desa, dan tokoh agama desa.

18 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara,
1999), 116.

' Quharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 13, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), &3.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D,Cet. 12, (Bandung: Alfabeta,
2011), 138.
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6. Teknik Pengolahan Data
Setelah data terkumpul, baik data dari lapangan maupun pustaka,
langkah selanjutnya adalah mengolah data. Teknik pengolahan data yang
digunakan adalah:

a. FEditing (penyuntingan), yaitu memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang
telah dikembalikan responden dan data yang telah diperoleh baik data
dari lapangan maupun dari buku dan dokumen, yaitu dari segi kesesuaian
jawaban responden dengan pertanyaan yang diajukan, kelengkapan
pengisian daftar pertanyaan,21 dan dari segi kejelasan makna, dan
kesesuaian antara yang satu dengan yang lainnya.

b. Coding (pengkodean), yaitu usaha untuk menyederhanakan jawaban
jawaban para responden.22

c. Organizing, yaitu menyusun data yang diperoleh dalam kerangka paparan
yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan
gambaran secara jelas tentang perjanjian sewan balik lahan pertanian di
Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

7. Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif

verifikatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Metode deskriptif

2 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian, Cet. 3, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 1995), 87.
2 Ibid.
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verifikatif yaitu metode penilaian kebenaran hasil penelitian apakah
pemaparan atau penjelasan sudah sesuai atau tidak dengan apa yang ada
dalam hukum Islam schingga dapat diambil kesimpulan yang tepat.”
Sedangkan pendekatan induktif merupakan pendekatan yang
digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil
penelitian pada Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan,
kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap proses perjanjian
sewan balik lahan pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan, kemudian dianalisis menurut hukum Islam untuk ditarik

kesimpulan khusus.

I. Sistematika Pembahasan
Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa
yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika
pembahasan sebagai berikut:
Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah,
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,
tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitan, definisi operasional, metode

penelitian, dan sistematika pembahasan.

2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penclitian: Suatu Pendekatan Praktik, Cet. 13, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006), 7.
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Bab II: Landasan teori yang meliputi: pengertian ijarah, dasar hukum Jjarah,
rukun dan syarat jjarah, macam-macam Jjarah, bentuk sewa-menyewa
tanag yang diperbolehkan dalam Islam, sewa-menyewa tanah yang tidak
diperbolehkan dalam hukum Islam, hak dan kewajiban penyewa dan yang
menyewakan, pembatalan dan berakhirnya ijjarah, dan pengembalian
barang sewaan. Pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun gadai, syarat
gadai, pengambilan manfaat barang gadai, penyelesaian gadai, dan
berakhirnya gadai.

Bab III: Berisi tentang laporan hasil penelitian lapangan yang berisi: pertama:
gambaran lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum Desa Latek
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (keadaan geografis, keadaan
demografis, keadaan sosial ekonomi, dan sosial pendidikan). Kedua:
tentang proses pelaksanaan perjanjian sewan balik lahan pertanian di
Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Bab IV: Analisa data, yaitu analisa dari hasil temuan dilapangan, yaitu analisa
hukum Islam terhadap tradisi sewan balik lahan pertanian di Desa Latek
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Bab V: Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II
SEWA-MENYEWA (ZJARAH) DAN GADAI (RAHN)
DALAM ISLAM

A. SEWA-MENYEWA (IJARAH)
1. Pengertian Jjarah
Secara etimologi, kata al-ijarah berasal dari kata a/-ajru yang berarti
Al-‘iwadu (ganti) dan oleh sebab itu As-sawab (pahala) dinamai Ajru
(upah).l Lafal A/-ijarah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau
imbalan. A/-jjarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau
menjual jasa’ Sedangkan secara terminologi, para ulama' berbeda-beda
mendefinisikan Jjarah, antara lain:
a. Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan jjarah adalah akad atas manfaat
disertai dengan imbalan.
b. Ulama’ Syafi’iyah mendefinisikan /jarah dengan akad atas manfaat yang
mengandung maksud tertentu, mubah, serta menerima penganti atau

kebolehan dengan kebolehan dengan pengganti tertentu.

! Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 7.
? Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

22
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c. Ulama’ Malikiyah, mendefinisikan Jjjarah dengan memberikan hak
kepemilikan sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan
imbalan.’

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Jjarah
adalah akad untuk mengambil suatu manfaat yang disertai dengan imbalan

berdasarkan rukun dan syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Jjarah
a. Landasan Al-Qur’an:

1) Surat Az-Zukhruf ayat 32
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Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian
mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian
mercka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan®" (Q.S:
Az-Zukhruf: 32)

3 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam 5, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 387.
* Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 392.
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2) Surat Al-Baqarah ayat 233

Artinya: “ .. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lsin,
Maka tidsk ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.”® (Q.S: Al-Baqarah: 233)

3) Surat At-Talaq ayat 6
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Artinya: “. . . Jika mercka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka
berikanlah kepada merecka upahnya, . . . ”%(Q.S: At-Talaq: 6)

4) Surat Al-Qasas ayat 26-28
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3 Ibid,, 29.
¢ Ibid., 446.
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Artinya: “Salah secorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku
ambillsh ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya’. (26) Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua
anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan
tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah
(suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati
kamu. dan kamu insya Allah akan mendspatiku Termasuk
orang- orang yang baik." (27) 7(Q.S: Al-Qasas: 26-27)

b. Landasan Hadis
1) Hadis riwayat Ibnu Majah:
Gy °‘J)) 4.9)9 ‘_,u: R J_j V\ \,b.c—‘

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya
kering”® (HR. Tbnu Majah)

2) Hadis riwayat Abu Dawud:

PUNE S o,, » AT <R -

Lo a3l W@tw@\,ﬂj\@; G Jeos¥ 55 1S
(:a_”b yt 0‘1)) %))T g__..b.b Ly;: :)i \: fs Jb U& (;.L'»' ° <

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari)
tanaman yang tumbuh. Lalau Rasulullah SAW. melarang kami

7 o
Ibid., 310.
® Abi Abbas Muhammad bin Yazid Al-Qazwayni, Sunan Ibnu Majah Bab ljarah, Juz 3,
(Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyah, t.t), 817.
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cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan
uang emas atau perak.” (HR. Abu Dawud)

c. Landasan Jjma’
Mengenai disyari‘atkannya Jjjarah, semua umat manusia
bersepakat, dan tak ada seorang ulama’ pun yang membantah
kesepakatan (jima’) ini, sekali pun ada beberapa orang diantara mereka

ada yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.'

3. Rukun dan Syarat Jjarah
Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun jjarah itu hanya satu, yaitu jfab dan
gabul, ' sedangkan jumhur ulama’ mengatakan bahwa rukun jjarah itu ada
empat, yaitu:
a. Orang yang berakad
b. Upah atau imbalan
c. Barang yang disewakan

d. Sigat (ijabdan gabul)"

Sedangkan syarat-syarat fjarah adalah:
a. Syarat wujud (syart al-In’iqad), yaitu syarat yang berkaitan dengan orang

yang berakad, yaitu berakal dan mumayyiz. Menurut ulama’ Syafi’iyah

% Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azdi, Sunan Abi Dawud, Juz. 3, (Kairo:
Dar al Hadis, 1999), 1474.

' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987). 11.

" Helmi Karim, Figh Muamalafi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 34.

12 Nasrun Haroen, Figh Muamalzah, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, 231.
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dan Hanabilah, baligh dan berakal adalah merupakan syarat wujud akad
ijarah.®
b. Syarat Pelaksanaan (Syart an-Nafaz)

Agar ijarah terlaksana, maka barang harus dimiliki oleh ‘agid, atau ia
memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, maka jjarah
yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak
diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya jjarah."*

c. Syarat Sah
1) Adanya kerelaan dari pelaku akad

Allah SWT. berfirman:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka
di antara kamu. . . " (QS. An-Nisa’: 29)

13 Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam 5, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 389.
14 Rachmad Syafi’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 126.
5 Departemen Agama R, A/-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 65.
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2) Ma’qud ‘alaih bermanfaat dengan jelas

Adanya kejelasan pada ma’qud ‘alaih (barang) menghilangkan
pertentangan diantara ‘agid. Di antara cara untuk mengetahui ma’qud

‘alaih adalah dengan menjelaskan:

a) Penjelasan tempat manfaat'®, agar benda yang disewa benar-benar
jelas.

b) Penjelasan waktu.

Jumhur ulama’ tidak memberikan batasan maksimal atau minimal.
Jadi boleh selamanya dengan syarat baranya masih tetap ada."

c) Penjelasan jenis pekerjaan, ' yaitu  menjelaskan - jasa 'yang
dibutuhkan penyewa dan orang yang dapat memberikan jasanya..'®
Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diharuskan
ketika menyewa seseorang untuk bekerja schingga tidak terjadi
kesalahan dan pertentangan di kemudian hari.

d. Syarat kelaziman, terdiri atas dua hal, yaitu:
1) Barang sewaan terhindar dari cacat

2) Tidak ada udur yang dapat membatalkan akad

'® Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam 5, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 391.
17 Rachmad Syafi’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , 127.
'® Bani Ahmad Saebani, Filsafar Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 315.
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4. Macam-macam Ijarah
Dilihat dari segi objeknya, jjarah dapat dibagi menjadi dua macam,
yaitu:

a. [jarah ‘ayan (bersifat manfaat). Sewa-menyewa ini terjadi dalam bentuk
benda, dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari orang yang
menyewa,19 seperti sewa-menyewa toko, rumah, kendaraan.

b. ljarah ‘amal (bersifat pekerjaan), ialah sewa-menyewa yang terjadi dalam
bentuk perikatan pekerjaan, dimana pihak penyewa memberikan upah
kepada pihak yang menyewakan, seperti buruh bangunan, tukang jahit,
tukang kebun, d11.%° Jjarah semacam ini menurut para ulama' figh hukumnya
boleh apabila jenis pekerjaannya jelas. [jarah ‘amal ini terbagi menjadi dua
macam:

1) Bersifat pribadi, seperti pembantu rumah tangga.

2) Bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual
jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh
pabrik, dan tukang jahit.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh
pekerjaan adalah menjadi tanggungjawabnya sendiri. Para ulama’ figh

sepakat bahwa apabila objek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya

' Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 426.
2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Isiam, Cet. 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), 237.
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yang bukan karena kelalaian dan kesengajaannya, maka ia tidak boleh
dituntut ganti rugi. Namun apabila kerusakan tersebut terjadi karena
kesengajan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan ulama’ figh, ia

wajib membayar ganti rugi.”’

5. Bentuk Sewa-menyewa Tanah yang diperbolehkan dalam Islam
Islam memerintahkan kepada ummat manusia untuk berusaha untuk
dirinya, tidak hanya hidup semata, bermalas-malas bekerja, dan berdiam diri
tanpa berusaha, karena hal seperti itu tidak halal dilakukan bagi seorang
muslim.?? Allah SWT. memerintahkan kepada manusia untuk bertebaran di

muka bumi dengan berusaha dan bekerja. Allah SWT. berfirman:

° }!/ . PP :94:/’ £ ,.’i"l 2 b 2. .44/!
w\ﬁ) Léb.aé\_,«mb y)bu"J\”'ng*?'LS:\“}-“
B N

[PV PR Yy

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah scbahagian dari
rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah)
dibangkitkan.”® ( Q.S. Mulk: 15)

Dalam hal berusaha dan bekerja, Islam memberikan kebebasan kepada
ummatnya, asalkan sesuai dengan syari’at dan menghindari usaha yang batil.

Allah SWT. berfirman:

2 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.
22 yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina Iimu, 2003), 167.
B Departemen Agama R1, A/-Qur ‘an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 449.
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Artinya: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu.’®® (Q.S. An-Nisa’: 29)

Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, maka dia harus
nﬁ&manfaa.tkan tansh tersebut dengan bercocok tamam. Sebab Islam tidak
menyukai pengosongan lahan pertanian, dan hal itu dianggap telah
menghilangkan nikmat Allah. Rasulullah SAW. bersabda:

Ju sy e Jos ol bt o d I3 8

Artinya: “Rasulullah SAW, melarang membuang-buang harta”*

Pada zaman Rasulullah SAW. sewa-menyewa lahan pertanian sudah
sering dilakukan oleh para sahabat. Sewa-menyewa tanah pertanian
diperbolehkan selama tidak ada salah satu pihak yang dirugikan serta para

pihak dapat mengambil manfaatnya. Rasulullah SAW. bersabda:

u Departemen Agama R, A/-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 68.
B Yusuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina limu, 2003), 384.
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Artinya: “Dari Hanzalah bin Qais RA. berkata: aku bertanya kepada Rafi‘ bin
Kbhadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. la
menjawab: Tidak apa-apa; sesungguhnya orang-orang pda zaman
Rasulullah SAW. menyewakan tanah dengan imbalan pepohonan
yang tumbuh di tempat perjalanan air, hulu sungai dan beberapa
macam jenis tumbuhan itu ada yang rusak dan ada yang selamat;
sedang mereka tidak memiliki sewaan yang iain kecuali ini, Maka
beliau melarang hal itv. Adapun sesuatu yang ditanggungkan
barang yang nyata dan terjamin, maka tidak apa-apa. 26 (HR.
Muslim)

Rasulullah SAW. bersabda:
b 5 Lbjf@i:};.-j s u,a) T4 a5 & "’“’ Lc\ :J6 1

-
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Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW. bersabds, hanya ada tiga orang yang
boleh menanam, yaitu orang yang mempunyai fanah kemudian
menanaminya, orang yang diberi tanah kemudian menanami tanah

2 Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-*‘Azhim Al-Mundziri, Penerjemah: Syingithy
Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoemi, Ringkasan Sahih Muslim, (Bandung: Mizan, 2002), 526-527.
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yang diberikan kepadanya, dan orang yang menyewa tanah dengan
emas dan perak.””’ (HR. Abu Dawid)

Dari hadis-hadis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tanah yang
boleh disewakan dalam Islam adalah tanah yang produktif, dan sewa-
menyewa tanah tersebut dengan ganti pembayaran yang jelas, misalnya uang

dan emas.

6. Bentuk Sewa-menyewa Tanah yang Tidak diperbolehkan dalam Islam

Salah satu cara memanfaatkan tanah diantaranya adalah muzara’ah,
vaitu pemilik tanab menyerakkan alat, benik, dan hewan kepads yang kendak
menanaminya dengan suatu ketentuan dia akan mendapatkan hasil yang telah
ditentukan.

Pada zaman Nabi SAW. ada suatu bentuk muzara’ah yang sudah
biasa dilakukan oleh para sahabat, akan tetapi Rasulullah SAW. melarangnya
karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran serta bertentang dengan
jiwa keadilan yang sangat tinggi oleh Islam. Banyak para sahabat yang
memberikan persyaratan kepada orang yang mengerjakan tanahnya, yaitu

dengan ditentukan tanah dan sewanya dari hasil tanah, baik itu berupa

z Abi Dawud Sulaiman ibn al-As'asy al-Sajastani al-Azri, Sunan Abi Dawud, Juz. 3, (Kairo:
Dar al Hadis, 1999) 1478..
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takaran maupun timbangan, dan sisa dari hasil itu umtuk yang
mengerjakannya atau masih harus dibagi dua lagi.

Maka tidak layak jika disatu pihak mendapat bagian tertentu
sedangkan pihak yang lain tidak mendapat apa-apa, karena kadang-kadang
tanah tersebut tidak menghasilkan lebih dari yang ditentukan itu. Oleh
karena itu, seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari
hasil tanah dengan suatu perbandinagn yang telah disetujui bersama. Karena
jika hasilnya sedikit, keduanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan jika
sama sekali tidak menghasilkan, maka kedua-duanya sama-sama tidak
menghasilkan apa-apa. Dan cara seperti ini akan lebih menyenangkan jiwa.

Rasulullah SAW. bersabda:

£ g s o e G R Gl e g st e
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Artinya: "Dari Handalah bin Qois Al-Anshari mendengar bahwa Rafi' bin

Khadij berkata: kami adalah ahli madinah yang paling banyak

ladangnya. Kami biasa mempersewakan tanah dengan membagikan

tanah kami dengan jumlah yang tclah ditentukan. Terkadang

sayuran yang menjadi bagiannya terkena penyakit, sedangkan
sebagian yang lain selamat, dan begitu pula sebaliknya. Maka Nabi
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SAW. melarang praktek ini. Pada waktu itu emas dan perak belum
digunakan (sebagai alat pembayaran sewa tanah). *#8 (HR. Bukhari)

Rasulullah SAW. bertanya kepada para sahabat:

ot iay 2Kl Beshial U 16 o ol A o e
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Artinya: “Apa yang kamu perbuat terhadap ladang-ladangmu itu? Mercka
menjawab: Kami sewakan dia dengan % dan beberapa wasaq dari
kurma dan gandum. Maka, jawab kami: jangan kamu berbuat
demikian tetapi olahlah lshan pertanianmu olehmu sendiri, atau
biarkan orang lahanmu diolah orang lain dengan cuma-cumas, atau
biarkan tidsk diolah.”® (HR. Bukhari)

[3 5N

Hadis di atas bermaksud bahwa mereka (para sahabat) menetapkan
ukuran tertentu yang mercka ambil dari hasil tanah tersebut, kemudian
membagi hasilnya bersama orang-orang yang menanaminya untuk ini % dan
untu itu % misalnya.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW.

bersabda:

ke G O o505 dead g2 dog e A o gd G
(el olyy) - yarsy

2 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Vol. 3, (Beyrut: Dar al-
Fikr, 1993), 200-201.

2 A).Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, A/-Tajrid Al-Sahih Ii Ahadis Al-
Jami’ Al-Sahih, (Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, Ringkasan Sahih Al-Bukhari), Cet. 1,
(Bandung: Mizan: 1997), 431.
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Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW. tidak mengharamksn menyewakan
tanah (muzara’ah) tetapi tidak pula memerintahkan supaya satu
sama lain bersikap lemah lembut™® (HR. Tirmizi)

Dalam Islam, sewa-menyewa tanah dapat dibenarkan, namun ada hal-
hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian sewa-menyewa tanah adalah
untuk apakah tanah tersebut digunakan. Sebab apabila digunakan untuk
lahan pertanian, maka dalam perjanjian harus dijelaskan jenis tanaman
apakah yang harus ditanam ditanah tersebut.

Apabila dalam sewa-menyewa tidak dijelaskan untuk apakah tanah
terscbut digunakan, maka sewa-menyewanya dinyatakan batal. Sebab
kegunaan tanah sangat beragam. Demikian pula jika jjarah unuk pertanian,
maka wajib pula ada keterangan pohon apa yang akan ditanam dalam tanah
tersebut. Atau dibolehkan baginya meﬁanam apa saja yang ia inginkan dalam
tanah tersebut. Jika tidak demikian, maka jjarafmya tidak sah karena manfaat
tanah tersebut berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan. Dan berbagai jenis
tanaman memiliki pengaruh yang berbeda pada tanah.>' Dan karena tidak
jelasnya penggunaan tanah dalam perjanjian, dikhawatirkan akan melahirkan
persepsi yang berbeda diantara para kedua belah pihak yang akhirya akan

menimbulkan peresengketaan antara keduanya.?

* Y usuf Qardawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: PT. Bina [lmu, 2003), 389.

3" Wahbah az-Zuhaili, Figh Islam 5, Cet. 10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 415.

32 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. 4,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.
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Dari hadis-hadis di atas, dapat diambil pengertian bahwa sewa-
menyewa tanah yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah sewa-menyewa
yang mendatangkan kerugian disalah satu pihak, sewa-menyewa yang
mengandung unsur gharar, serta sewa-menyewa yanfg tidak disebutkan

kegunaan tanah dan jenis tanamannya.

. Hak dan Kewajiban Penyewa dan yang Menyewakan
a. Kewajiban orang yang menyewakan yaitu:
1) Berusaha agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia
sewakan. >
2) Meyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
3) Memelihara barang yang disewakan sedemikian.
4) Memberikan kenikmatan kepada si penyewa selama masa sewa
berlangsung.**
b. Kewajiban penyewa yaitu:
1) Membayar harga sewa sesuai dengan harga yang ditentukan.
2) Membersihkan barang sewaan.
3) Mengembalikan barang sewaan apabila telah berakhir masa sewa atau
bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putusnya

sewaan.”

33 Saleh Fauzan, Figih Sehari-hari, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 485.
3 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. 8, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1989, 42.
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4) Memakai barang sewaan seperti miliknya sendiri.

8. Pembatalan dan Berakhimya Jjarah

Pada dasarnya, akad ijarah merupakan akad lazim, yaitu akad yang
tidak membolehkan adanya fasakh (membatalkan) pada salah satu pihak,
karena akad jjarah merupakan jenis perjanjian timbal balik.*®

Bahkan apabila salah satu pihak (penyewa atau yang menyewakan)
meninggal dunia, maka perjanjian sewa-menyewa tidak menjadi batal,
dengan syarat objek sewa-menyewa masih tetap ada. Sebab apabila salah
satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris,
apakah ia sebagai pihak penyewa maupun yang menyewakan.’’

Hal ini berbeda dengan pendapat ulama’ Hanafiyah, bahwa ijarah
dipandang berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad,
karena akad jjarah menurut mereka tidak boleh diwariskan.*®

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya dan berakhirnya sewa-
menyewa adalah:

a. Terjadinya aib pada barang sewaan
Apabila barang yang menjadi objek sewa terdapat kerusakan ketika

sedang berada ditangan pihak penyewa yang diakibatkan oleh kelalaian

% Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 424.

36 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 122.

37 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. 4,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 57.

* Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237.
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penyewa sendiri, maka pihak yang menyewakan dapat meminta
pembatalan.
b. Rusaknya barang yang disewakan
Apabila barang yang disewakan mengalami kerusakan sehingga
tidak dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
c. Rusaknya barang yang diupahkan |
d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
Yaitu apa yang menjadi tujuan dari sewa-menyewa telah tercapai,
atau masa sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan kesepakatan
kedua belah pihak. Misalnya: perjanjian sewa-menyewa rumah selama
dua tahun, dan pihak yang penyewa telah memanfaatkan rumah tersebut
selama dua tahun penuh, maka perjanjian sewa-menyewa rumah tersebu
batal (berakhir) dengan sendirinya.”
e. Adanya udurdari salah satu pihak
Menurut ulama’ Hanafiyah, apabila ada udur dari salah satu pihak,
maka akad ijarah menjadi batal. Seperti rumah yang disewakan disita
Negara karena terkait utang yang banyak. Menurut ulama’ Hanafiyah
udur-udur yang dapat membatalkan akad ijjarah adalah salah satu pihak

jatuh muflis dan berpindah tempatnya penyewa. Misalnya seseorang yang

¥ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Cet. 4,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 58.



digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai,
penduduk desa tersebut pindah kedesa lain.

Namun menurut jumhur ulama’ wdur yang boleh membatalkan
akad jjarah hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat

yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.*’

9. Pengembalian Barang Sewaan
Apabila masa sewa yang telah ditentukan telah berakhir, maka pihak
penyewa berkewajiban mengembalikan barang yang disewanya kepada
pemiliknya (yang menyewakan).
Adapun ketentuan pengembalian objek sewa-menyewa adalah:

a. Apabila barang yang menjadi objek sewa adalah barang bergerak, maka
pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang
menyewakan (pemilik), yaitu dengan cara menyerahkan bendanya secara
langsung, misalnya sewa-menyewa kendaraan.

b. Apabila barang yang menjadi objek sewa adalah barang tidak bergerak,
maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak
yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta
pihak penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa

rumabh.

40 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. |, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 237-238.
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c. Apabila barang yang menjadi objek sewa adalah berwujud tanah, maka
pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pihak pemilik dalam
keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya,*’ kecuali bila ada
kesulitan untuk menghilangkannya.

Menurut mazhab Hambali, manakala ijarah telah berakhir, penyewa
barus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk
menyerahterimakannya seperti barang titipan, karena jjarah merupakan akad
yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak ada kemestian untuk
mengembalikan dan menyerahterimakannya.*?

Hal itu karena dengan berakhimya jangka waktu yang ditentukan
dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-
menyewa tersebut telah berakhir. Dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan
hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa tersebut. Serta dengan
terlewatinya jangka waktu yang telah diperjanjikan, maka otomatis hak
untuk menikmati kemanfaatan benda tersebut kembali kepada pemiliknya

(yang menyewakan).*

4! Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam [slam, Cet. 4,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 59.

2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 30.

4 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Isiam, Cet. 4,
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 60.
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B. GADAI (RAHN)
1. Pengertian
Menurut bahasa, gadai (a/-rahn) berarti al-subut dan al-habs yang
berarti penetapan dan penahanan.** Sedangkan menurut istilah syara’ rahn
adalah:

a. Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan
syara’ scbagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan bolch
mengambil hutang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya
itu,®

b. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan
barang sebagai tanggungan utang.*®

c. Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’

| sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi

tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.*’

“ Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 105.

% Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 12, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988), 139.

 Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, Cet. 10, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 123.
47 Ahmad Azhar Basyir, Riba, Utang-Piutang dan Gadai, (Bandung: Al-Ma’arif, 1983), 50.
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2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Gadai hukumnya boleh menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’.

Adapun dalil Al-Qur’annya adalah:

rd
rd
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Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan
tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)
dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tubannya; dan janganlah
kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa
yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang
yang betdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan. ™ (QS. Al-Baqarah: 283)

Dalil Hadis:

Sl olgy) .;\2.}5- e B33 WA HAR @:}.ﬁj S ng’;.ﬂ ey

(9

“® Departemen Agama R, A/-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000),



Artinya: “Aswaq mengabarkan dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW.
permah membeli makanan dengan menggadaikan baju besi. * (HR.
Bukhari dan Muslim)

3. Rukun Rahn

Rahn memiliki empat unsur, yaitu:>

a. Rahin (orang yang memberikan gadai)

b. Murtahin (orang yang menerima gadai)

¢. Marhun (barang yang digadaikan)

d. Marhun bih (utang)

Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun rahn adalah jjab dan gabul dari

rahin dan murtahin, sebagaimana pada akad yang lain. Sedangkat menurut
ulama’ selain Hanafiyah, rukun rahn adalah sigat, ‘agid, marhun, dan marhun

bih.>!

4. Syarat- syarat Rahn
Dalam rahn terdapat beberapa syarat, yaitu:

a. Syarat ‘agid (rahin dan murtahin)

9 Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Safih al-Bukhari, Vol. 3, (Beyrut: Dar al-
Fikr, 1993), 543.

% Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Juz 3, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 304.

' Rachmad Syafi’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , 162.
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Adapun syarat bagi ‘agid adalah ahli tasarruf yakni mampu
membelanjakan harta, dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan
yang berkaitan dengan gadai.

b. Syarat sigat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syarat dalam rahn ada tiga:

1) Syarat sahih, seperti mensyaratkan agar murtahin cepat membayar
sehingga jaminan tidak disita.

2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak beranfaat, seperti mensyaratkan agar
hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat
seperti ini batal, namun akadnya tetap sah.

3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan
merugikan murtahin.

Ulama’ Malikiyah dan ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa
syarat rahn terbagi menjadi dua, yaitu rahn sahih dan rahn fasid. Rahn
fasid adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang
dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang

harus di bawah tanggung jawab rahin.*?

52 [hid. 163.
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c. Syarat marhun
Para ulama’ figih sepakat mensaratkan marhun senagaimana
persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual
untuk memenuhi hak murtahin.
Ulama’ Hanafiyah mensyaratkan marhun antara lain:
1) Dapat diperjual belikan, agar bisa digunakan untuk membayar utang.>
2) Bermanfaat
3) Jelas
4) Milik rahin
5) Bisa diserahkan tidak bersatu dengan harta lain
6) Dikuasai oleh rahin
7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan>*
*d. Syarat marhun bih
Marhun bih adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ulama Hanafiyah
memberikan persyaratan pada marhun bih:
1) Marhun bih hendaklah barang yang wajib diserahkan, yaitu berupa
utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang,

baik berupa uang maupun benda.

53 Saleh Fauzan, Figih Sehari-hari, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 415.
34 Rachmad Syafi’l, 164.



2) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan. Jadi jika marhun bih
tidak dapat dibayarkan, rahn menjadi tidak sah, karena menyalahi
maksud dan tujuan dari disyariatkannya rahn.

3) Hak atas marhun bili harus jelas
Sedangkan ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah memberikan tiga syarat

untuk marhun bilr.

1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan

2) Utang harus lazim pada waktu akad

3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahi®

5. Pengambilan Manfaat Barang Gadai
Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang,
bukan mencari keuntungan dan hasil. Sehingga dalam pengambilan manfaat
barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat. Jumhur
fugaha’ berpendapat bahwa murtahin tidak bolch mengambil satu manfaat
dari barang gadaian terscbut, sckalipun rahin mengizinkannya, karcna hal
semacam ini tcrmasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, schingga

apabila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah SAW. bersabda:
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Artinya: “Setigp utang yang menarik manfaat adalsh termasuk riba’ (HR.
Haris bin Abi Usamah)

Sedangkan menurut Imam Ahmad, Ishak, dan al-Hasan, jika barang
gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau berupa binatang
ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil
manfaat dari kedua benda gadai tersebut yang disesuaikan dengan biaya
pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu

ada padanya. Rasulullah SAW. bersabda:

A3
5k | o# 65 Gzf Aol A 4 Polibed b"°TJ;L2.i Az Shs
‘;1;3 ole G g.p’ & J °” J6 :J6 & P Sk Qj 2 2

& T2. (%020 %4& (% % ~ y

Gl Jeg G3aa O] Lpks j.m 5 Gahsa O 15f .85 A
(S olyyy &8 Lijlkiy &5

Artinya: “Muhammad bin Muqatil mengabarkan Abdullah bin Mubarak
mengabarkan Zakariya dari Syabiy dari Abi Hurairah r.a berkata

bahwa Rasulullah SAW. bersavda: binatang tunggangan bolch
ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang

boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila

digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya weajib
memberikan biaya”*® (H.R Bukhari)

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan

kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang

3¢ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahif al-Bukhari, Vol. 3, (Beyrut: Dar al-
Fikr, 1993), 544.
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barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang
barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila barang gadaian itu
hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa
kendaraan. Jadi, yang dibolehkan di sini adalah upaya pemeliharaan terhadap

barang gadaian yang ada pada dirinya.

6. Penyeclesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, maka dalam
gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai
diucapkan, “Apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu
yang telah disepakati, maka marhun menjadi milik murtahin sebagai
pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang
telah ditentukan untuk membayar utang harga marhun akan lebih kecil
daripada utang rahin yang harus dibayar, yang mengakibatkan ruginya pihak
murtahin. Sebaliknya ada juga kemungkinan juga harga marfiun pada waktu
pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya daripada
utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak rahin.

Apabila syarat seperti di atas diadakan dalam akad gadai, maka akad
gadai itu sah, tetapi syarat-syarat nya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum

membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh
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murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku
pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanyalah
sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih
besar dari jumlah utang, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih
besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila
sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, maka rahin

masih menanggung pembayaran kekurangannya.*’

7. Berakhirnya Gadai
Gadai dipandang habis dengan beberapa keadaan, diantaranya:>®
a. Marhun diserahkan kepada pemiliknya
Jumhur ulama selain Syafi’iyah memandang gadai habis jika murtahin
menyerahkan marhin kepada pemiliknya (rahin) seb#b marhun merupakan
jaminan utang. Sehingga apabila marhun diserahkan, maka tidaka ada lagi
jaminan.
b. Dipaksa menjual marhun
Rahn bisa habis jika hakim memaksa rahin untuk menjual marhum,
atau hakim menjualnya jika rahin menolak.
¢. Rahin melunasi utangnya

d. Pembebasan utang

57 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 109-110.
%8 Rachmad Syafi'i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) , 178-179.
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e. Pembatalan gadai dari pihak murtahin

Rahn dipandang habis jika muwrtahin membatlkan rahn meskipun
tanpa seizin rahin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika rahin
membatalkannya.

Menurut ulama’ Hanafiyah, murtahin diharuskan untuk mengatakan
pembatalan marhun kepada rahin. Hal ini karena rahn tidak terjadi, kecuali
dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak
memegang.

Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa rahn dipandang batal jika
murtahin membiarkan marhun pada rahin sampai dijual.

f. Rahin meninggal

Menurut ulama’ Malikiyah, rahn habis jika rahin meninggal sebelum
menyerahkan marhun kepada murtahin. juga dipandaﬁg batal jika
murtahin meninggal sebelum mengembalikan marhun kepada rahin.

g. Marhun rusak



BAB II
TRADISI SEWAN BALIK 1. AHAN PERTANIAN DI DESA LATEK
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Keadaan Umum Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
Dalam pembahasan bab ini akan diuraikan tentang latar belakang
penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global,
dimana obyek yang penulis amati adalah “Analisis Hukum Islam terhadap
Tradisi Sewan Balik Lahan Pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan”. Oleh karena itu yang akan dipaparkan dalam bab ini
adalah beberapa hal yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Desa Latek
Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan sebagai tempat penelitian, untuk
lebih jelasnya akan diuraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Keadaan Geografis
Desa Latek merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan, tepatnya = 1,5 km di sebelah selatan
Kecamatan Sekaran dan + 25 km di sebelah barat Kabupaten Lamongan.
Yang secara struktural, Desa Latek merupakan bagian integral dari sistem
perwilayahan Kecamatan Sekaran. Posisi Desa Latek secara mikro berada
pada jalur jalan yang sclalu dilalui penduduk untuk menuju ke Kecamatan

atau ke Kabupaten Lamongan.

52
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Kondisi ini memberikan indikasi bahwa dalam konstalasi regional
Desa Latek mempunyai fungsi dan peranan yang strategis. Desa Latek terdiri

dari 10 RT dan 02 RW dengan Luas wilayah 33,69 Ha dengan rincian sebagai

berikut:'
TABEL II
LUAS WILAYAH DESA LATEK
No Penggunaan Luas (Ha)
1. Sawah tadah hujan 163,0 Ha
2. Tegal/ladang 1,69 Ha
3. Pemukiman 37,79 Ha
4. Tanah kas desa 4 Ha
5. Lapangan 0,5 Ha
6. Perkantoran pemerintahan 0,2 Ha
7. Lain-lain 1,9 Ha
Jumlah 333,69 Ha

Sumber: Profil Desa Latek Tahun 2010.

Adapun daerah-daerah yang membatasi wilayah Desa Latek adalah:?

a. Sebelah Utara : Desa Siman

b. Sebelah Selatan : Desa Pucuk

c. Sebelah Timur : Desa Miru

d. Sebelah Barat : Desa Trosono dan Desa Manyar

Dari tabel II di atas, dapat dilihat, bahwa wilayah Desa Latek
sebagian besar memang terdiri dan dimanfaatkan untuk lahan pertanian
(sawah tadah hujan dan tegal (ladang)). Dan hal ini menjadikan masyarakat

desa mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Sehingga ini juga

! Profil Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan tahun 2010, 5 Mei 2011.
2 .
Ibid.
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menjadikan salah satu faktor pendorong terjadinya sewan balik lahan

pertanian.

. Keadaan Demografi
Berdasarkan data terakhir tahun 2010, jumlah penduduk Desa Latek
mencapai 2.189 jiwa, dengan perincian sebagai berikut penduduk laki-laki
berjumlah 1053 jiwa, dan perempuan berjumlah 1136 jiwa, dengan jumlah
kepala keluarga 567 KK.
Sedangkan menurut golongan usia, jumlah penduduk Desa Latek

dapat terlihat dalam table sebagai berikut:’

TABEL Il
JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN USIA
TAHUN 2010
No | Usia Tenaga Kerja Jumlah (jiwa)
1. | 10 tahun— 15 tahun 234
2. | 16 tahun — 20 tahun 355
3. | 21 tahun — 25 tahun 392
4. | 26 tahun — 40 tahun 396
5. | 41 tahun — 50 tahun 392
6. | Di atas 50 tahun 178
Jumlah 1994

Sumber: Profil Desa Latek Tahun 2010.

Dari tabel III di atas, dapat terlihat bahwa kelompok tenaga kerja
dibawah umur juga masih banyak, yang seharusnya anak usia 10 tahun — 20
tahun merupakna usia-usia yang seharusnya masih duduk dibangku sekolah.

Namun karena biaya pendidikan yang semakin mahal, dan keadaan ekonomi

3 Profil Desa Latek Kec. Sckaran Kab. Lamongan Tahun 2010, 5 Mei 2011.
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yang tidak lagi memungkinkan bagi mereka untuk mengenyam bangku
pendidikan, akhimya membuat mercka memilih untuk bekerja membantu

perekonomian keluarga.

. Keadaan Sosial Pendidikan
Berbicara masalah pendidikan , memang tidak akan bisa terlepas dari
masalah sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri, karena sarana dan
prasarana merupakan tolak ukur perkembangan pendidikan bagi anak-anak
generasi selanjutnya. Sedangkan fasilitas pendidikan di Desa Latek sendiri

tergolong tidak memadahi, hal ini dapat terlihat dari table berikut:*

TABEL IV
JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN DI DESA LATEK
No. | Jenis Fasilitas Pendidikan Jumlah
1. TK 2
2. SD/MI 3
3. TPA/TPQ 1
Jumlah 6

Sumber: Profil Desa Latek Tahun 2010.

Dari table IV di atas, dapat terlihat betapa kurangnya fasilitas
pendidkan yang ada di Desa Latek yang hanya memiliki 2 bagunan gedung
TK (Taman Kanak-kanak), serta 3 bangunan gedung SD/MI, 1 bangungan
TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an).

Namun hal tersebut tidaklah menghalangi anak-anak Desa Latek

untuk menuntut ilmu, karena untuk tingkat SMP/sedcrajat dan

* Profil Desa Latek Kec. Sekaran Kab. Lamongan Tahunn 2010, 6 Mei 2011.
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SMA/sederajat anak-anak Desa Latek sekolah di luar desa, hal ini karena
memang di Desa Latek tidak ada bangunan gedung SMP dan SMA.
Sedangkan untuk tingkatan perguruan tinggi anak-anak Desa Latek
mengambil berbagai jurusan, diantaranya adalah jurusan pendidikan,

kebidanan, akuntansi, kedokteran, dll.’ Berikut adalah rinciannya:6

TABEL V

DATA PENDIDIK AN DESA LATEK TAHUN 2010
No. | Tingkatan Pendidikan Jumlah
1. Belum sekolah 164
2. Tidak pernah sekolah 674
3. SD tapi tidak lulus 525
4. SD/MI 275
5. SLTP/MTS 279
6. SLTA/MA _ 196
7. D1/D2/D3 7 42
8. S1 26
9. S2 (pasca sarjana) 8
Juml 2189

Sumber: Profil Desa Latek 2010.

Dari tabel V di atas, dapat terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan
masyarakat Desa Latek tergolong rendah, bahkan banyak yang tidak
pernah mengenyam bangku pendidikan, ada pula yang SD saja tidak lulus,
sedangkan untuk yang meneruskan keperguruan tinngi juga sangat sedikit.
Serta masih banyak yang beranggapan lebih baik mencari uang daripada
harus menyekolahkan anak mereka.

Tingkat pendidikan seperti ini juga sangat mempengaruhi

pclaksanaan sewan balik di Desa Latek. Karena anak-anak dengan

3 Bapak Adhim, Wawancara, Desa Latek Kec. Sekaran Kab. Lamongan, 18 Mei 201 1.
® Profil Desa Latek Kec. Sckaran Kab. Lamongan Tahun 2010, 17 Mei 2011.
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pendidikan rendah dan kemampuan yang pas-pasan sulit diterima pasar,
schingga hal ini mendorong mereka untuk menggarap sawah, meskipun

dengan jalan menyewa sawah orang lain.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Desa Latek merupakan desa yang mayoritas penduduknya tergolong
miskin meskipun luas wilayah desa sebagian besar digunakan sebagai lahan
pertanian. Dan seperti masyarakat pedesaan pada umumnya, mata
pencaharian masyarakat Desa Latek sangatlah beraneka ragam sesuai dengan
minat dan keahlian masing-masing. Namun, bertani merupakan mata
pencaharian pokok masyarakat Desa Latek, baik itu petani pemilik, petani
penyewa maupun buruh tani. Hal ini karena meskipun sebagian besar wilayah
Desa Latek digunakan sebagai lahan pertanian, namun lahan pertanian
tersebut sebagian besar dimiliki oleh masyarakat manca (luar) Desa Latek.’

Akan tetapi sebagian masyarakat lainnya bermata pencaharian
sebagai buruh swasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil), guru swasta, guru negeri,
pedagang, tukang kayu, tukang batu, peternak, karyawan swasta, perawat
(bidan), sopir, penjahit, pemangkas rambut, dan pensiunan. Untuk lebih

jelasnya dapat diliha pada tabel VI berikut:®

7 Profil Desa Latek Kec. Sekaran Kab. Lamongan Tahun 2010, 17 Mei 2011.
* Profil Desa Latck Kec. Sckaran Kab. Lamongan Tahun 2010, 15 Mci 2011.



TABEL VI
JUMLAH PENDUDUK DESA LATEK MENURUT MATA
PENCAHARIAN

No. Mata pencaharian Jumlah (orang) |
1. | Petani 986

2. | Buruh Tani 325

3. Buruh Swasta 28

4. | PNS (Pegawai Negeri Sipil) 8

5. | Guru Negeri 7

6. | Guru Swasta 17

7. | Pedagang 93

8. | Tukang KaywBatu 37

9. Peternak 2

10. | Karyawan Swasta 15

11. | Perawat/Bidan 4

12. | Sopir 25

13. | Penjahit 3

14. | Pemangkas Rambut 1

15. | Pensiunan 3

Jumlah 1520

Sumber: Profil Desa Latek Tahun 2010.

58

Dari tabel VI di atas dapat terlihat jelas, bahwa mayoritas mata

pencaharian masyarakat Desa Latek adalah sebagai petani dan buruh tani,
baik itu petani pemilik sawah sendiri, maupun petani penyewa. Serta melihat

sebagian besar wilayah desa memang merupakan wilayah lahan pertanian

(sawah dan tegal) sebagaimana yang telah ada pada tabel II di atas.

Sehingga faktor sosial ekonomi juga merupakan salah satu faktor

yang sangat mempengaruhi terjadinya praktek sewan balik lahan pertanian di

Desa Latek masih tetap berjalan sampai saat ini.
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B. Tradisi Sewan Balik Lahan Pertanian di Desa Latek Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan
1. Faktor-faktor yang Melatar belakangi Tradisi Sewan Balik L.ahan Pertanian
di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.

Setiap manusia mempunyai kebutubhan, dan selalu menempatkan
biaya sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena
kebutuhan manusia itu ada yang bersifat tetap dan ada pula yang bersifat
mendadak. Kebutuhan yang bersifat mendadak pada umumnya dalam jumlah
yang besar.

Mengingat warga masyarakat Desa Latek sebagian besar bermata
pencaharian sebagai petani, yang hal ini juga sesuai dengan kondisi wilayah
Desa Latek yang sebagian besar digunakan sabagai sawah dan tegal (ladang).
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak dan dalam
jumlah yang besar tersebut, masayarakat Desa Latek sering mengandalkan
sawah dan tegal yang mereka miliki dengan cara menyewakannya kepada
orang lain (pemilik vang).

Dalam pelaksanaannya, praktek sewa-menyewa lahan pertanian
(sawah dan tegal) di Desa Latek dapat dilakukan dengan dua macam cara,
pertama: sewa uang mati (uang sewa tidak kembali kepada penyewa pada

masa akhir sewa). Kedua: sewa uang hidup (uang sewa kembali kepada
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penyewa pada masa akhir sewa).” Cara yang kedua ini lebih dikenal
masyarakat dengan istilah sewan balik'® yaitu sewa-menyewa lahan
pertanian (sawah atau tegal) dengan batas waktu tertentu, dimana pada saat
akhir sewa, penyewa wajib menyerahkan kembali lahan pertanian yang
disewanya kepada pemiliknya. Dan pemilik lahan juga mengembalikan uang
sewa tersebut kepada penyewa. Uang sewa yang dikembalikan kepada
penyewa pada umumnya adalah 99%. Sedangkan yang 1% dianggap sebagai
uang mati (uang sewa) selama waktu sewa tersebut berlangsung.

Dalam prakteknya, masyarakat banyak yang menggunakan cara sewa
yang kedua (sewan balik), dengan alasan karena jika menyewa dengan. cara
sewan balik maka pemilik lahan pertanian (sawah dan tegal) dapat
memperoleh uang dalam jumlah yang lebih besar sesuai dengan yang
dibutuhkan dalam waktu yang relatif singkat dan mudah.

Pada dasarnya harga sewa lahan pertanian dengan sistem sewan balik
lebih rendah jika dibandingkan dengan harga sewa dengan sistem uang mati
(uang sewa tidak kembali kepada penyewa pada saat sewa telah berakhir ).
Meskipun pada awalnya harga sewa dengan sistem sewan balik ini lebih
mabhal jika dibandingkan dengan sewa sistem uang mati, namun uang sewa

pada sistem sewan balik tersebut pada akhirnya akan kembali sebesar 99%

° Bapak Adhim, Tokoh Agama Desa Latek, Wawancars, Desa Latek Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan, 18 Mei 2011.

' Bapak Aji, Kepala Desa Latek, Wawancara, Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten
Lamongan, 5 Mei 2011.
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kepada penyewa pada saat sewa telah berakhir, dan sisanya 1% yang
dianggap sebagai uang mati itu merupakan harga sewa lahan pertanian
selama masa sewa tersebut.

Hal ini dapat di lihat dari contoh: sawah bumi 100 (1.000 m?) milik
bapak Karmono disewakan kepada bapak Kasmat dengan menggunakan
sistem sewan balik selama dua tahun dengan harga sewa Rp20.000.000,00.
Namun pada akhir masa sewa, bapak Karmono mengembalikan uang sewa
tersebut sebesar 99% (Rp19.800.000,00) kepada bapak Kasmat , adapun sisa
1% (Rp200.000,00) nya merupakan uang mati (harga sewa) sawah bumi 100
(1.000 m?) selama dua tahun tersebut.

Sedangkan apabila sawah bumi 100 (1.000 m’) tersebut disewakan
dengan sistem uang mati (uang sewa tidak kembali kepada penyewa pada
saat sewa telah  berakhir)) -maka harga sewanya adalah
Rp1.000.000,00/tahunnya. Sangat berbeda jauh ketika menyewakan dengan
sistem sewan balik, yang harga sewa pertahunnya adalah Rp100.000,00.

Namun karena pemilik lahan mempunyai kebutuhan yang bersifat
mendadak dan dalam jumlah yang cukup besar, maka dalam hal sewa-
menyewa mayoritas masyarakat Desa Latek menggunakan sistem sewan
balik.

Adapun mengenai kescpakatan harga scwa, biasanya sesuai dengan

kebutuhan yang diperlukan oleh pemilik sawah, yang berpatokan pada harga
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sewa sawah bumi 100 (1.000 m?)." Selain kesepakatan tentang harga sewa,
penyewa dan pemilik lahan juga membuat kesepakatan tentang bentuk
sistem sewa yang digunakan, apakah menggunakan sistem sewan balik
(sewa uang hidup) atau menggunakan sistem uang mati.'?
Adapun latar belakang masyarakat melakukan sewan balik itu karena
beberapa faktor, diantaranya:
a. Biaya pendidikan anak
Kebutuhan ekonomi yang tinggi seringkali merupakan faktor
utama bagi masyarakat Desa Latek untuk melakukan sewan balik, yang
dengan penghasilan schari-hari kebutuhan yang mendadak dan besar
tersebut tidak dapat terpenuhi. Dan satu-satunya cara termudah bagi
masyarakat untuk dapat menutupi kebutuhan tersebut adalah dengan cara
menyewan balikkan sawahnya kepada orang yang dirasa memiliki uang
yang dibutuhkan tersebut. Kebutuhan mendadak tersebut misalnya untuk
biaya kuliah anak, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Karmono
sebagai berikut: “Saya menyewan balikkan sawah saya karena saya tidak

memiliki biaya untuk anak saya yang masuk kuliah, daripada anak saya

" Ibu Anis, Pemilik Lahan (yang menyewakan), Wawancara, Desa Latek Kecamatan Sekaran
Kabupaten Lamongan, 13 Mei 2011.

2 Tbu Genduk, Penyewa dengan sistem sewan balik, Wawancara, Desa Latek Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan, 13 Mei 2011.
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tidak kuliah, ya lebih baik saya menyewan balikkan sawah saja,
masyarakat yang lain juga biasanya seperti itu.™
b. Untuk modal usaha
Sebagian masyarakat Desa Latek juga bermata pencaharian sebagai
pedagang, untuk memulai usaha, tidak sedikit masyarakat yang
menyewan balikkan sawahnya. Hal ini seperti yang diutarakan oleh ibu
Anis: “Alasan saya menyewan balikkan sawah saya untuk modal dagang
saya, menggarap sawah sekarang juga tidak menjanjikan lagi”"
c. Biaya merantau
Ada kalanya alasan masyarakat menyewan balikkan sawah mereka
adalah untuk biaya merantau keluar pulau Jawa, karena masyarakat
beranggapan bahwa hidup diluar pulau lebih menjanjikan. Karena alasan
inilah merecka menyewan balikkan sawahnya, yang sebagian hasilnya
dibuat untuk biaya merantau dan sebagian yang lain diberikan kepada
keluarga yang ditinggal di rumah. Seperti yang diungkapkan ibu Muniah:
“Karena suami saya akan merantau ke Timika, dan kami tidak memiliki
ongkos untuk berangkat, akhirmya kami menyewan balikkan sawah

k .15

13 Bapak Karmono, pemilik lahan (yang menyewakan), Wawancara, Desa Latek Kecamatan
Sckaran Kabupaten Lamongan, 14 Mei 2011.

4 Tbu Anis, Pemilik lahan pertanian (yang menyewakan), Wawancara, Desa Latek Kecamatan
Sckaran Kabupaten Lamongan, 14 Mei 2011.

'S Ibu Muni'ah, Pemilik Lahan Pcrtanian (yang menyewakan), Wawancara, Desa Latek Kec.
Sekaran Kab. Lamongan, 15 Mei 201 1.



2. Proses Pelaksanaan Sewan Balik Lahan Pertanian di Desa Latek Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan.

Sebelum melaporkan hasil proses sewan balik di Desa Latek, maka
terlebih dahulu akan digambarkan tahapan-tahapan sewan balik tersebut.
Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan sewan balik adalah:

a. Pencarian penyewa
Pada umumnya, dalam hal mencari penyewa, pemilik lahan
mencari sendiri dengan cara langsung mendatangi rumah orang yang
dimaksud (orang yang dianggap memiliki uang sebesar yang
dibutuhkan).'®
Pencarian penyewa semacam ini merupakan cara yang paling

mudah bagi penyewa untuk menawarkan sawahnya tersebut.

TABEL VII
Cara mencari penyewa
No | Katagori Jumlah
1. | Datang kerumah pembeli | 10
2 Perantara -
Jumlah 10

b. Penetapan harga dan jangka waktu
Penetapan harga dalam sewan balik ini selain didasarkan pada luas
lahan, penetapan harga juga didasarkan pada besarnya uang yang

dibutuhkan oleh pemilik lahan pertanian (sawah dan ladang) serta

16 Bapak Shokeh, Sekretaris Desa Latck Kec. Sekaran Kab. Lamongan, Wawancara, Desa
Latek Kec. Sekaran Kab. Lamongan, 6 Mei 201 1.
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kemampuan pemilik lahan untuk mengembalikannya. Adapun yang biasa

dijadikan patokan dalam menentukan haga sewa adalah sawah bumi 100

(1.000 m?)."

Dalam menetapkan harga sewa sering terjadi tawar-menawar
diantara pemilik lahan dan peyewa. Tawar-menawar tersebut biasanya
terjadi ketika menetapkan uang matinya (uang sewa) dan uang yang
kembali kepada penyewa pada saat akhir masa sewa. Adapun cara
perhitungan harga sewa adalah:'®
1) Jika menggunakan sistem sewa uang mati (uang sewa tidak kembali

kepada penyewa pada saat sewa berakhir), maka harga sewa sawah
bumi 100 (1.000 m?) adalah Rp1.000.000,00/tahun.

2) Jika menggunakan sistem sewa uang hidup (sewan balik; vang sewa
kembali kebada peyewa pada saat sewa berakhir), maka harga sewa
sawah bumi 100 (1.000 m?) adalah Pp10.000.000,00/tahunnya, dan
pada saat sewa berakhir uang tersebut kembali kepada penyewa 99%
(Rp19.900.000,00), mati 1% (Rp100.000,00), dan 1% inilah yang
dianggap sebagai uang sewa selama satu tersebut, atau sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak.

'” Bapak Kasmat, Penyewa dengan scwan balik, Wawancara, Desa Latek Kecamatan Sckaran
Kabupaten Lamongan, 18 Mei 2011.

18 Bapak Aji Suprapto, Kepala Desa Latek Kec. Sekaran Kab. Lamongan, Wawancara, Desa
Latek Kec. Sckaran Kab. Lamongan, 6 Mei 2011
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Pada umumnya jangka waktu yang digunakan dalam sewan balik

ini adalah dua tahun.
TABEL VIl
Jenis Penggunaan Sewa-menyewa
No. Jenis Sewa Jumlah
1. Uang mati -
2 Uang hidup (sewan balik) 10
Jumiah 10
c. ljab qabul

Ijab dan qabil selalu dilakukan oleh kedua belah pihak dalam
melakukan sewan balik. Namun, pelakasanaan i#jab gabul ini tidak
diwujudkan dalam bentuk tulisan, serta tidak pernah disaksikan oleh
siapa-siapa, dengan kata lain, pelaksanaan sewan balik tidak disertai
dengan saksi, baik dari pihak penyewa maupun pemilik lahan.'® Sehingga
yang mengetahui terjadinya sewan balik itu hanyalah kedua belah pihak
saja (pemilik lahan dan penyewa).

Dalam pelaksanaannya, jjab dan gabul dilakukan secara lisan
dengan menggunkan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa dan bahasa
Indonesia. Adapun ucapannya adalah: “sewaen sawahku bumi satus rong

puluh juta rong tahun (sewalah sawah saya bumi 100 dengan harga

' Bapak Naim, Pemilik Lahan (yang menyewakan), Wawancara, Desa Latek Kec. Sekaran
Kab. Lamongan, 19 Mei 2011.
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Rp20.000.000,00 selama dua tahun)’, dan jawabnya ‘yo, tak sewa

sawahmu rong tahun (iya, saya sewa sawah kamu selama dua tahun).”*

Dalam jjab qabul pemilik lahan dan penyewa tidak menjelaskan
jenis tanaman yang akan ditanam itu apa saja.
TABEL IX

Cara Jjab Qabul
No. Cara Jjab gabul | Saksi Jumlah

1. Dengan ucapan | Tanpa saksi 10

2. Dengan tulisan | Dengan saksi | -

3. Dengan isyarat -
Jumlah 10

d. Cara pembayaran

Setelah terjadi kesepakatan diantara penyewa dan pemilik lahan
tentang harga sewa, maka tahapan selanjutnya adalah pembayaran sewa
yang dilakukan secara cash (tunai) dan diberikan pada awal sewa (setelah
ijab gabul dilakukan). Pembayaran sewa tidak disertai dengan pemberian
bukti pembayaran (kwitansi), dan tidak juga ada pihak ketiga atau
saksi.?!

Pada saat pembayaran uang sewa inilah, sawah tersebut telah
beralih pemilikan sementara kepada penyewa selama waktu yang telah

disepakati bersama.

2 Bapak Sumanik, Pemilik Lahan (yang menyewakan), Wawancara, Desa Latek Kec. Sekaran
Kab. Lamongan, 15 Meci 2011.

2! Bapak Sahar, Penyewa dengan sewan balik, Wawancara, Desa Latek Kec. Sekaran Kab.
Lamongan, 19 Mei 2011.
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TABEL X
Cara Pembayaran
No. Cara pembayaran Jumlah
1. | Cash 10
2. | Kredit -
Jumlah 10

e. Pengembalian barang sewaan
Tahapan terakhir dari perjanjian sewan balik adalah pengembalian
sawah oleh penyewa kepada pemilik sawah, dan disertai dengan
pengembalian uang sewa dari pemilik sawah kepada penyewa sebesar
99%, adapun yang 1% merupakan wang mati (vang sewa) selama waktu
sewa berlangsung.

Jika pada saat sewa telah berakhir pemilik sawah belum mampu
mengembalikan uang sewa kepada penyewa, maka perjanjian tersebut
diperpanjang sampai pemilik sawah mampu mengembalikan uang sewa
tersebut.” Dan apabila pemilik sawah merasa tidak dapat mengembalikan
uang sewa pada saat sewa berakhir, maka kedua belah pihak mengadakan

ijab qabul lagi, dan penyewa disuruh membeli sawah tersebut, dengan

menambahi uang sewa awalnya.”*

n Bapak Muji, Penyewa dengan sewan balik, Wawancara, Desa Latek Kec. Sekaran Kab.
Lamongan, 20 Mei 2011.

3 Bapak Murtono, Pemilik Lahan (yang menyewakan), Wawancara, Desa Latek Kec. Sekaran
Kab. Lamongan, 20 Mei 2011.

% Bapak Aji Suprapto, Kades Desa Latek Kec. Sekaran Kab. Lamongan, Wawancara, Desa
Latek Kec. Sekaran Kab. Lamongan, 5 Mei 2011.
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3. Dampak Tradisi Sewan Balik 1.ahan Pertanian

Praktek sewan balik yang terjadi di Desa Latek ini tidak luput dari
adanya dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak positif maupun dampak
negatif bagi kedua belah pihak (penyewa dan pemilik lahan). Adapun dampak
positif bagi pemilik lahan adalah memperoleh uang yang dibutubkan dalam
waktu yang relatif singkat. Sedangkan dampak negaifnya adalah apabila pada
saat sewa yang diperjanjikan berakhir ia tidak dapat mengembalikan uang
sewa kepada penyewa, maka lahan pertaniannya tidak dapat kembali
kepadanya, sampai ia benar-benar mampu mengembalikan uang sewa
tersebut.

Sedangkan dampak positif bagi pihak penyewa adalah dapat
mengambil manfaat lahan pertanian tersebut selama batas waktu yang telah
diperjanjikan, dan selama pemilik lahan belum niampu mengembalikan yang
sewa kepadanya meskipun batas waktu sewa telah berakhir. Serta
mendapatkan uang kembali uang sewa yang telah diberikan kepada pemilik
lahan, yang apabila sistem sewanya uang mati, hal ini tidak akan pernah
terjadi. Sedangkan dampak negatif bagi penyewa adalah ketika sawah yang
disewanya tidak menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan
membayar pajak atas tanah yang disewa tersebut selama masa sewa yang

telah diperjanjikan.
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Pada dasarnya penyewa selalu pada posisi yang diuntungkan, karena
meskipun hasil dari sawah yang disewanya tidak banyak, ia tetap dapat
memanfaatkan sawah yang disewanya tersebut, dan juga akan mendapatkan
kembali uang sewanya. Sehingga kadangkala hasil yang didapatkan penyewa

melebihi uang sewa atas sawah tersebut.



BAB 1V
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEWAN BALIK LAHAN PERTANIAN DI DESA LATEK
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

A. Anpalisa Hukum Islam terhadap Tradisi Sewan Balik Lahan Pertanian di Desa
Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan
Dalam bab sebelumnya telah penulis paparkan tentang latar belakang
masyarakat Desa Latek melakukan sewan balik lahan pertanian yang sekarang
telah méntradisi di_desa tersebut, yvang meskipun sistem sewa lahan di Desa
Latek ada dua macam cara, namun mayoritas masyarakat lebih memilih untuk
menggunakan sistem sewan balik dalam melakukan sewa-menyewa lahan,
dengan alasan karena pemilik lahan membutuhkan dana dalam jumlah yang besar
dan dalam waktu yang relatif singkat, scrta karena harga sewa pada sistem sewan
balik (uang hidup) lebih tinggi dibandingkan dengan sistem scwa uang mati
(sewa-menyewa yang apabila asa sewa telah berakhir, pemilik lahan tidak
mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang sewa kcpada penycwa).
Istilah sewan balik sendiri merupakan scwa-menycwa lahan yang apabila
masa sewa telah berakhir, pemilik lahan berkewajibna mengembalikan uang scwa

kepada penyewa,. Schingga cara scwan balik scperti ini dianggap scbagai cara

71
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termudah oleh masyarakat untuk mendapatkan wang dalam jumlah yang besar
dan waktu yang relatif singkat.

Dalam Islam sendiri, apabila seorang muslim memiliki tanah, maka tanah
tersebut harus dimanfaatkan, baik dengan bercocok tanam, atau dengan cara
menyewakannya kepada orang lain, karena Rasulullah SAW. juga melarang
membuang-buang harta. Oleh karena itu, dalam Islam praktek sewa-menyewa
diperbolehkan.

Karena Islam merupakan agama yang selalu berhubungan ruang dan
waktu, maka Islam akan senantiasa dihadapkan pada masalah yang semakin lama
semakin memiliki bentuk permasalahan-permasalahan baru dan semakin
kompleks, yang terkadang masih belum diketahui apakah kebiasan-kebiasaan
tersebut menciptakan kemunkaran atau tidak. Dan sikap Islam terhadap
kebiasaan-kebiasaan tersebut sangatlah bijaksana, dan tidak semua kebiasaan
tersebut dilenyapkan atau dibiarkan begitu saja berjalan dimasyarakat.

Islam akan meneliti apakah kebiasaan tersebut sesuai dengan hukum Islam
dan membawa manfaat bagi kehidupan manusia ataukah malah membawa
kerusakan pada kehidupan manusia. Dan apabila kebiasaan (adat) tersebut

bersifat positif, maka akan dibiarkan dan bahkan akan dikembangkan oleh Islam,
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tapi apabila adat tersebut bernilai negatif karena bertentangan dengan hukum
Islam, maka adat tersebut akan dilenyapakan dengan cara yang bijaksana.'

Dalam usul figh terdapat prinsip a/-‘urf yakni apa-apa yang telah
dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan
maupun perbuatan, dalam hal ini a/-‘Urf yang sahih yaitu adat kebiasaan yang
dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak
menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal serta menjadikan
maslahah bagi semua orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka tradisi sewan balik lahan pertanian ini
tidaklah menyimpangan dari hukum Islam, karena sistem sewa tesebut dilakukan
dalam rangka tolong-menolong dan untuk kemaslahatan sesama manusia.

Proses perjanjian sewan balik dimulai dengan pencarian penyewa oleh
pemilik lahan. Cara yang dilakukan pemilik lahan dalam mencari penyewa yaifu
dengan cara datang secara langsung kerumah orang yang dianggap memiliki uang
sebesar yang dibutuhkan oleh pemilik lahan (caon penyewa). Cara seperti itu
dianggap masyarakat sebagai cara yang paling mudah bagi pemilik lahan untuk
menawarkan lahan yang akan mereka sewakan kepada calon penyewa. Allah

SWT. berfirman:

il 38 B N e S B

rd P

Il

! Masjfuk Zuhdi, Study Islam Muamalabh, jilid 111, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 10-
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Artinya: * . .Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu,. . .”* (Q.S. Al-Baqarah: 185)

Dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa cara pencarian
penyewa yang dilakukan oleh pemilik lahan tidaklah bertentangan dengan
hukum Islam, justru Islam lebih menekankan pada pemeluknya agar tidak
mempersulit keadaan, dan Allah SWT. pun tidaklah menghendaki kesulitan bagi
hamba-Nya.

Sebelum akad sewa dilakukan, pemilik lahan dan penyewa terlebih dahulu
menyepakati jenis sewa apa yang akan mercka lakukan, karena sewa-menyewa
lahan pertanian di Desa Latek ada dua macam sistem sewa, yaitu sistem sewa
uang mati dan sistem sew.'é vang hidup (sewan balik). Kesepakatan ini dilakukan
karena sistem sewa merupakan ukuran dalam menetapkan besarnya harga sewa.
Selain berdasarkan pada sistem sewa, penetapan harga sewa juga didasarkan
pada luas lahan dan kemampuan pemilik lahan untuk mengembalikan uang sewa
tersebut. Dan setelah tercapai kesepakatan tentang sistem sewa yang digunakan
dan tentang harga sewa, barulah kedua belah pihak melakukan fjab gabul.

Apabila pemilik lahan dan penyewa memilih menggunakan sistem sewan
balik pada sewa-menyewa yang mereka lakukan, maka kedua belah pibak juga
akan melakukan kesepakatan tentang berapa besar uang yang akan dikembalikan
oleh pemilik lahan kepada penyewa pada masa akhir sewa. Namun, pada umunya

uang sewa yang harus dikembalikan pemilik lahan kepada penyewa adalah 99%

2 Departemen Agama R, A/-Qur ‘an dan Terjernahnya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 85.
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dari harga sewa, dan sisa 1% merupakan harga sewa lahan selama waktu yang
telah disepakati kedua belah pihak.

Akad sewan balik yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa
dilakukan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, yaitu bahasa Jawa atau
bahasa Indonesia tanpa disaksikan oleh siapa-siapa, kedua belah pihak hanya
menggunakan rasa saling percaya diantara mereka.

Ungkapan akad sewan balik tersebut misalnya: ”saya sewakan sawah saya
bumi seratus ini kepadamu dengan harga dua puluh juta selama dua tahun dengan
sistem sewan balik > lalu di gabikan oleh orang yang menyewa tersebut.
Dengan demikian maka terwujudlah suatu akad dan telah memperoleh hukumnya

pada saat itu juga. Dalam hal ini berlaku kaidah:
2ty U ¥ glaalis 4Gy Gl g 33240

Artinya : "Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan
ma'na, bukan lafaz dan bentuk formal (ucapan).”

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa cara
melakukan akad dalam yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa dalam
sewan balik tersebut tidaklah menyimpang dan tidak bertentangan dengan dasar
dan prinsip hukum Islam. Karena dengan cara akad semacam ini telah tedapat
kejelasan, baik dari sistem sewa, harga sewa, masa sewa, serta besarnya uang
yang harus dikembalikan pemilik lahan kepada penyewa. Sehingga cara semacam

ini tetap dilakukan sampai sekarang.

3 Rachmat Syafe'l, Jimu Ushul Figih, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 138.
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Dalam pembahasan bab III telah penulis jelaskan, bahwa apabila antara
pemilik lahan dan penyewa telah terjadi kesepakatan umtuk melakukan akad,
maka pelaksanaannya dilakukan tanpa disaksikan oleh pihak ketiga. Dan pada
saat pembayaran sewa, tidak dibuktikan dalam bentuk tulisan di atas kertas bukti
pembayaran (kuitansi). Kedua belah pihka hanya menggunakan rasa
kepercayaan.

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah diperbolehkan oleh syari'at
Islam selama tidak menyimpang dari pokok dan prinsip peraturan muamalah, hal

ini sebagaimana kaidah figh:

Li,rJ,“..J‘ e J,L\\ ‘.;: 3 C\\ dalatdh g s S
Artinya: “Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.”

Kaidah figh di atas memberikan arti bahwa semua hal yang berhubungan
dengan muamalah yang tidak ada ketentuan baik larangan maupun anjuran yang
ada di dalam dalil Islam (Al-Qur’an maupun Al-Hadis), maka hal tersebut adalah
diperbolehkan dalam Islam. Dan dalam kegiatan muamalah manusia diberikan
kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan
manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya selama hal
tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.® Sehingga diperbolehkan
menggunakan hukum adat untuk dijadikan dasar pelaksanaan. Selama adat

tersebut tidak bertentangan dengan pokok dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal

* www.zimbio.com/member/.. /Konsep+Ekonomi+Islam+dalam+Fiqih+2. (26 Juni 2011).
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ini sesuai dengan fleksibilitas dan semangat hukum Islam, schingga
menimbulkan kesan yang teramat baik bagi manusia.

Berdasarkan uraian-uraina di atas, maka cara pembayaran dalam sewan
balik yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penyewa tidaklah bertentangan
dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam juga tidak ada nas yang secara
pasti memerintahkan untuk menulis pembayaran pada sewan balik ini. Serta
karean pembayaran dalam sewan balik ini dilakukan secara tunai, dan dilakukan
dengan suka rela yang dapat dilihat pada waktu kedua belah pihak melakukan
akad dan pembayaran harga sewa yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasn sebelumnya, bahwa dalam
praktek sewan balik lahan pertanian ini terdapat suatu perjanjian, yaitu apabila
masa sewa telah berakhir, selain penyewa wajib mengembalikan lahan yang
disewanya kepada pemilik lahan, pemilik lahan juga mempunyai kewajiban
untuk mengembalikan uang sewa kepada penyewa yang besarnya telah
disepakati diawal perjanjian. Dan pada umumnya besar uang sewa yang harus
dikembalikan pemilik lahan kepada penyewa adalah 99%, dan sisanya 1% oleh
masyarakat dianggap sebagai uang mati atau harga sewa lahan selama masa yang
telah disepakati tersebut.

Praktek sewan balik lahan pertanian yang terjadi di Desa Latek tersebut,

mengandung dua macam perjanjian, yaitu perjanjian sewa-menyewa (ffarah) dan
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perjanjian gadai (rahn), meskipun akad yang digunakan oleh kedua belah pihak
adalah akad jjarah.

Dikatakan sebagai perjanjian sewa-menyewa (ijaral) karena dalam sewan
balik tersebut setelah terjadi kesepakatan dan pengucapan akad oleh kedua belah
pihak, maka secara otomatis terjadi pula pengalihan manfaat lahan pertanian dari
pemilik lahan kepada penyewa lahan. Dan hal ini memang mencerminkan sewa-
menyewa dan telah sesuai dengan tujuan pokok akad fjarah, yaitu pemberian
manfaat dengan adanya pengganti (imbalan)’, yang dalam sewan balik ini
imbalan tersebut adalah 1% dari uang sewa yang diterima diawal akad.

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek sewan balik
lahan pertanian yang terjadi di Desa Latek ini tidak bertentangan dengan hukum
Islam, karena dalam Islam sendiri, sewa-menyewa (fjarah) hukumnya adalah
boleh.

Yang kedua sewan balik tergolong sebagai perjanjian gadai (rahn), karena
dalam perjanjian tersebut, pemilik lahan mempunyai kewajiban mengembalikan
99% uang sewa kepada penyewa pada masa akhir sewa. Sehingga 99% uang
sewa tersebut, dalam kacamata hukum Islam merupakan pinjaman atau hutang
yang diberikan oleh penyewa kepada pemilik lahan, dan lahan pertanian tersebut

merupakan jaminan yang diberikan oleh pemilik lahan kepada penyewa apabila

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Cet. 1, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 99.



pada masa akhir sewa pemilik lahan tidak dapat mengembalikan uang 99%
tersebut.

Selama masa perjanjian berlangsung, dan selama pemilik lahan belum bisa
mengembalikan 99% uang sewa kepada penyewa, maka lahan pertanian tersebut
akan dikelolah oleh penyewa dan hasilnya juga akan menjadi milik penyewa atau
penerima gadai. Dalam hal ini pihak penerima gadai memperoleh keuntungan
dari hasil pengelolahan lahan tersebut, karena hasil pengelolahan lahan tersebut
lebih besar daripada nilai hutang yang dipinjamkan.

Pemanfaatan barang gadaian oleh penerima gadai, memang menyisakan
berbagai pendapat, sebagaimana dalam pembahasan bab II. Ada ulama’ yang
membolehkan, yaitu apabila barang gadaian memerlukan biaya perawatan.
Dimana pengambilan munfaat oleh penerima gadai tersebut ditckankan pada
biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai tersebut.

Namun Jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa murtahin tidak boleh
mengambil satu manfaat dari barang gadaian tersebut, sckalipun rahin
mengizinkannya, karena hal scmacam ini termasuk kepada utang yang dapat
menarik manfaat, schingga apabila dimanfaatkan termasuk riba. Rasulullah

SAW. bersabda:
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Artinya: “Setiap utang yang menarik manfaat adalah termssuk riba’ (HR. Haris
bin Abi Usamah)

Schingga apabila sewan balik lahan pertanian ini dilihat dari sudut
pandang murni sebagai gadai (rahn), maka praktek semacam ini tidak
diperbolehkan oleh Islam. Karena dalam praktek tersebut terdapat salah satu
pihak yang diuntungkan, yang dalam sewan balik ini yang diuntungkan adalah
pihak penerima gadai atau penyewa.

Namun karena akad yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam sewan
balik ini adalah akad jjarah, dan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut telah
terjadi kesepakatan atau kerelaan dari kedua belah pihak, dimana kerelaan dari
kedua belah pihak ini merupakan syarat sah dari jjarah maka perjanjian sewan

balik yang terjadi di Desa Latek ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam.



BABV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Proses perjanjian sewan balik dimulai dengan pencarian penyewa olch
pemilik lahan, dengan cara pemilik lahan datang secara langsung kerumah
calon penyewa. Penetapan harga didasarkan pada luas lahan, dalam
pelaksanaan Zjab gabuf tidak dihadiri oleh saksi dan pembayarannya tidak
ditulis dalam bukti pembayaran.

Dalam tinjauan hukum Islam, praktek perjanjian sewan balik lahan pertanian
di Desa Latek Kecamatan Sckaran Kabupaten Lamongan terscbut
mengandung dua macam perjanjian, yaitu perjanjian scwa-menycwa (ijarah)
dan perjanjian gadai (rahn). Termasuk dalam katagori jjarah yaitu adanya
uang scwa yang diberikan oleh penycwa kepada pemilik lahan, serta telah
terjadi pengalihan manfaat lahan pertanian. Dalam hukum Islam, hal ini
tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karcna telah terjadi kescpakatan
kedua belah pihak dalam perjanjian terscbut, scerta tujuan pokok dari akad
fjarah tclah terpenuhi. Adapun yang termasuk dalam katagori gadai (rafn)
adalah karcna pcmilik lahan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan

uang scwa yang 99% kepada penyewa, 99% uang sewa ini dalam kacamata
o o J o
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hukum Islam merupakan pinjaman atau hutang pemilik lahan pada penyewa.
Dalam kacamata hukum Islam, praktek gadai semacam ini tidak
diperbolehkan, karena dalam praktek tersebut terdapat salah satu pihak yang
diuntungkan, yaitu penerima gadai yang telah memanfaatkan lahan tersebut,
dimana hasil pengolahan lahan itu lebih besar dari nilai hutang yang
dipinjamkan. Namun karena akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut
adalah akad Jjaraf, serta dalam pelaksanaannya telah terjadi kesepakatan atau
kerelaan antara kedua belah pihak, dimana kerelaan kedua belah pihak ini
merupakan syarat sah dari suatu perjanjian, dalam hal ini adalah jjarah. Maka
dalam hukum Islam, sewan balik ini diperbolehkan dan tidak bertentangan

dengan hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang tclah diuraikan, maka

selanjutnya akan diajukan beberapa saran dengan harapan scmoga bermanfaat

bagi beberapa pihak, yaitu:

Bagi scluruh warga masyarakat Desa Latck, khususnya bagi para pihak yang
terkait dengan perjanjian sewan balik (pemilik lahan dan penycwa), dalam
melakukan perjanjian akan lcbih baik jika disaksikan olch pihak ketiga, scrta
perjanjian terscbut  ditulis dalam bukti pembayaran (kwitansi). Hal ini

crtujuan agar terjadi kejelasan tentang batas waktu sewa, dan harga scwa.
bertujuan agar terjadi kejelasan tentang batas waktu sewa, dan harga scwa



w
w

Serta untuk menghindari tidak terjadi perselisihan, saling mencurigai yang
dimungkinkan timbul di hari-hari berikutnya. Sehingga suasana hidup
bermasyarakat di pedesaan dapat terjalin dengan rukun dan tenang, terutama
bagi kedua belah pihak.

Bagi para pihak yang berpengaruh di Desa Latek, agar dapat memberi
pengetahuan ilmu dan pemahaman kepada warga masyarakat tentang hukum
Islam, agar dalam menjalankan aktivitas muamalah bisa sejalan dengan
syariat Islam, karena mengingat masyarakat Desa Latek meyoritas adalah

muslim.
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